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Abstrak

Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia, dengan tantangan utama berupa
rendahnya angka deteksi kasus dan kurangnya pelaporan dari sektor swasta. Artikel ini menyajikan tinjauan pustaka terhadap
implementasi pendekatan Public-Private Mix (PPM) dalam penanggulangan TB, baik secara global maupun di Indonesia.
Pendekatan PPM bertujuan mengintegrasikan seluruh penyedia layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta ke dalam
sistem pengendalian TB nasional untuk memperkuat notifikasi kasus, menjamin tata laksana yang sesuai standar, dan
meningkatkan capaian pengobatan. Studi dari berbagai negara seperti India, Korea Selatan, dan Filipina menunjukkan bahwa
pelibatan aktif sektor swasta melalui insentif, sistem pelaporan digital, dan akreditasi fasilitas kesehatan dapat meningkatkan
angka keberhasilan pengobatan serta mengurangi pasien putus berobat. Di Indonesia, pelaksanaan PPM melalui strategi District-
based PPM telah menunjukkan hasil positif namun masih menghadapi tantangan dalam koordinasi, pendanaan, dan kapasitas
daerah. Dengan mengadopsi praktik terbaik global dan menyesuaikannya dengan konteks lokal, PPM memiliki potensi besar
untuk mempercepat eliminasi TB di Indonesia pada 2030. Tinjauan ini menekankan perlunya dukungan politik, penguatan
regulasi, dan kolaborasi multisektoral sebagai fondasi keberhasilan implementasi PPM di masa mendatang.
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Strengthening TB Control in Indonesia through Public-Private Mix: A Literature
Review

Abstract

Tuberculosis (TB) remains a major public health concern in Indonesia, with key challenges including low case detection rates and
inadequate reporting from the private healthcare sector. This literature review examines the implementation of the Public-
Private Mix (PPM) approach in TB control, both globally and in Indonesia. PPM aims to integrate all healthcare providers—public
and private—into the national TB control program to improve case notification, ensure standardized treatment, and enhance
treatment outcomes. Evidence from countries such as India, South Korea, and the Philippines demonstrates that active private
sector engagement through incentives, digital reporting platforms, and health facility accreditation can significantly increase
treatment success rates and reduce treatment default. In Indonesia, implementation of PPM through a district-based strategy
has shown promising results but continues to face challenges in coordination, funding, and regional capacity. By adopting global
best practices and tailoring them to local contexts, PPM holds great potential to accelerate TB elimination in Indonesia by 2030.
This review highlights the need for sustained political commitment, regulatory strengthening, and multisectoral collaboration as
critical foundations for the success of future PPM implementation.
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Pendahuluan

Saat ini, Tuberkulosis (TB) merupakan
salah satu penyebab utama kematian akibat
penyakit menular di seluruh dunia. Menurut
Global Tuberculosis Report 2024 yang
diterbitkan oleh World Health Organization
(WHO), Indonesia menempati peringkat kedua
sebagai negara dengan beban TB tertinggi di
dunia, setelah India, dengan kontribusi sekitar
10% dari total kasus global. Selain itu,
Indonesia termasuk ke dalam 5 besar negara di
dunia dengan kesenjangan terbesar antara
estimasi insidensi dan kasus TB yang
ditemukan.'” Diperkirakan setiap tahunnya
terdapat lebih dari satu juta kasus TB baru di
Indonesia, namun hanya sebagian yang
terdeteksi dan dilaporkan melalui sistem
nasional, menunjukkan tantangan serius dalam
penanggulangan TB, terutama dalam aspek
penemuan kasus, pelaporan, dan keberhasilan
pengobatan.’?

Salah satu tantangan terbesar dalam
pengendalian TB di Indonesia adalah belum
optimalnya pelibatan sektor swasta dalam
sistem nasional pengendalian TB. Sebagian
besar masyarakat Indonesia pertama kali
mengakses layanan kesehatan melalui fasilitas
pelayanan kesehatan swasta, seperti klinik
pratama, dokter praktik mandiri, maupun
rumah sakit swasta. Namun, lemahnya sistem
pelaporan dan kurangnya integrasi tata laksana
kasus TB di sektor swasta menyebabkan
banyak kasus tidak tercatat, tidak ditangani
sesuai standar, dan berisiko menjadi sumber
penularan baru di masyarakat.®

Sebagai respons terhadap tantangan
tersebut, Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia menginisiasi dan memperluas
pelaksanaan program Public—Private Mix
(PPM) untuk TB.” Program ini bertujuan untuk
mengintegrasikan layanan TB di sektor publik
dan swasta melalui mekanisme kerja sama
formal, dukungan sumber daya manusia,
sistem pelaporan terstandar, serta
pemantauan mutu layanan. Pendekatan PPM
telah menjadi salah satu strategi nasional
dalam mendukung pencapaian target eliminasi
TB di Indonesia pada tahun 2030 sesuai dengan
Rencana Aksi Nasional Eliminasi TB dan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals/SDGs)."®

Konsep Public—Private Mix (PPM) dalam
Pengendalian Tuberkulosis

Gagasan mengenai Public—Private Mix
(PPM) dalam pengendalian tuberkulosis
muncul dari temuan banyaknya pasien TB
terutama di negara dengan beban penyakit
yang tinggi yang mencari pengobatan di luar
fasilitas kesehatan milik pemerintah. Selama
bertahun-tahun, program TB nasional lebih
banyak berfokus pada penguatan layanan
sektor pemerintahan, sementara keberadaan
dan peran penyedia layanan kesehatan swasta
seperti  klinik, apotek, maupun tenaga
kesehatan informal sering kali kurang
mendapat perhatian. Akibatnya, terjadi
hambatan dalam diagnosis dini, pemberian
pengobatan sesuai standar, dan pelaporan,
karena sejumlah besar kasus TB yang ditangani
di sektor swasta tidak tercatat atau tidak
tertangani secara optimal.’®

Sebagai upaya untuk menjawab
tantangan tersebut, World Health Organization
(WHO) bersama para mitranya mulai
mendorong keterlibatan seluruh penyedia
layanan kesehatan dalam pengendalian TB
sejak awal tahun 2000. Pendekatan PPM
kemudian dikembangkan sebagai strategi
untuk mengintegrasikan seluruh pihak, baik
dari sektor pemerintah maupun swasta, ke
dalam program pengendalian TB di tingkat
nasional. Tujuan utamanya adalah memastikan
bahwa seluruh masyarakat dapat memperoleh
pelayanan TB yang bermutu dan sesuai dengan
standar. Dalam dua dekade terakhir,
pendekatan ini telah menjadi bagian penting
dari strategi pengendalian TB secara global,
bahkan mendorong banyak negara untuk
menyusun rencana aksi nasional dan kebijakan
kolaboratif lintas sektor.(>®

PPM merupakan suatu pendekatan
yang melibatkan semua penyedia layanan
kesehatan dalam wupaya pencegahan dan
pengobatan TB, baik dari instansi pemerintah
maupun swasta, yang termasuk ke dalam
program TB nasional. Pendekatan ini mencakup
berbagai bentuk kerja sama, seperti kolaborasi
antara sektor pemerintahan dan swasta, kerja
sama antarlembaga pemerintah, hingga
kemitraan antarlembaga swasta seperti rumah
sakit atau organisasi non-pemerintah. Tujuan
dari pendekatan ini adalah untuk menemukan
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kasus TB sedini mungkin, memastikan
diagnosis yang cepat dan akurat, memberikan
pengobatan sesuai standar, serta
mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan
kasus yang lengkap dan tepat waktu.®®

Implementasi Public-Private Mix (PPM) di
Berbagai Negara

Pendekatan PPM telah menjadi
strategi kunci dalam pengendalian tuberkulosis
(TB), terutama di negara-negara dengan beban
TB yang tinggi dan dominasi sektor pelayanan
kesehatan swasta. India, Korea Selatan, dan
Filipina menjadi contoh representatif dari
penerapan PPM dengan model yang beragam
sesuai dengan sistem kesehatan, regulasi, serta
beban TB di masing-masing negara.

India memiliki salah satu model PPM
terbesar di dunia, yang dijalankan melalui
National Tuberculosis Elimination Programme
(NTEP). Program ini melibatkan berbagai
penyedia layanan kesehatan swasta seperti
klinik, rumah sakit, apotek, dan laboratorium
dengan memanfaatkan platform digital seperti
Nikshay untuk notifikasi kasus TB, penyediaan
obat anti-TB secara gratis, serta pemberian
insentif guna mendorong kepatuhan terhadap
pengobatan dan pelaporan kasus TB.
Walaupun masih terdapat kendala dalam hal
perluasan program dan pelaporan data, model
ini telah secara signifikan meningkatkan
pelaporan kasus TB dari sektor swasta dan
memperbaiki  hasil pengobatan melalui
penyelarasan praktik pelayanan swasta dengan
standar nasional .

Pelaksanaan program PPM di Korea
Selatan telah dijalankan dengan berskala
nasional secara menyeluruh sejak resmi
diluncurkan pada tahun 2009. Program ini
mengintegrasikan penyedia layanan swasta
secara menyeluruh ke dalam kerangka
pengendalian TB nasional, dengan dukungan
dari pengawasan regulasi yang ketat dan sistem
keuangan yang tertata melalui skema Asuransi
Kesehatan Nasional. Berbagai penelitian
menunjukkan bahwa sejak perluasan PPM,
hasil pengobatan di sektor swasta mengalami
perbaikan yang signifikan, ditandai dengan
penurunan angka pasien yang mengalami
putus pengobatan maupun kegagalan terapi
hingga dapat mendekati tingkat keberhasilan

program yang dapat dicapai oleh pelayanan
kesehatan di sektor pemerintahan.
Pengalaman Korea Selatan menekankan
pentingnya komitmen politik yang
berkelanjutan, sistem data yang kuat, dan
keselarasan  kebijakan dalam  mencapai
implementasi PPM yang efektif dan berskala
luas.(©®10)

Model PPM di Filipina
memprioritaskan penguatan kapasitas serta
keterhubungan dengan fasilitas kesehatan
swasta melalui pendirian pusat TB-DOTS
terakreditasi di rumah sakit dan klinik swasta.
Departemen Kesehatan memberikan dukungan
dalam bentuk pelatihan, ketersediaan obat,
dan bantuan teknis, serta secara bertahap
mengembangkan mekanisme pembiayaan
berbasis kinerja guna mendorong mutu
layanan dan pelaporan yang optimal.
Pendekatan ini membangun kepercayaan dan
kemitraan antara sektor publik dan swasta
dengan fokus pada sistem rujukan yang
terstruktur serta integrasi dalam sistem
kesehatan secara keseluruhan. Meski cakupan
dan keseragaman pelaksanaan masih menjadi
tantangan, model di Filipina menunjukkan
pentingnya supervisi dan standarisasi fasilitas
kesehatan guna meningkatkan surveilans dan
mutu layanan TB.®7)

Indonesia juga telah mengembangkan
implementasi PPM melalui kolaborasi yang
terdesentralisasi dengan pemerintah daerah
dan dinas kesehatan, yang dikoordinasikan
dalam strategi District-based Public—Private
Mix  (DPPM). Kementerian Kesehatan
mendorong keterlibatan klinik, rumah sakit,
apotek, dan laboratorium swasta dengan
menyediakan sarana diagnostik dan
pengobatan secara gratis serta memfasilitasi
dialog antara sektor publik dan swasta.
Integrasi layanan tuberkulosis ke dalam skema
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan
pembentukan tim koordinasi di tingkat
kabupaten menjadi langkah menjanjikan
menuju keterlibatan yang lebih sistematis.
Namun, masih terdapat tantangan dalam hal
perbedaan kapasitas daerah dan pelaksanaan
regulasi yang menyebabkan inkonsistensi di
tingkat nasional. Strategi Nasional yang telah
diperbarui oleh pemerintah Indonesia untuk
Penanggulangan dan Pengendalian
Tuberkulosis Tahun 2020-2024 serta Rencana
Interim 2025-2026 menekankan pentingnya
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perluasan dan penguatan PPM sebagai
prioritas untuk mempercepat eliminasi TB. Hal
ini menunjukkan perlunya komitmen politik
yang berkelanjutan serta penguatan kapasitas
di seluruh tingkatan.®%12)

Dampak dan Capaian PPM terhadap
Penanggulangan TB

Implementasi PPM secara signifikan
meningkatkan case detection rate (CDR) dan
treatment  success rate (TSR) dalam
penanggulangan tuberkulosis (TB). Studi di
sebuah kabupaten di Indonesia menunjukkan
CDR meningkat dari 35% (2018) menjadi 104%
(2019) setelah penerapan PPM, dengan
kontribusi rumah sakit swasta yang meningkat
tiga kali lipat.“? Peningkatan serupa terlihat di
Korea Selatan, di mana TSR pasien TB-MDR
(multidrug-resistant TB) naik dari 60,9%
menjadi  79,5% pasca-implementasi PPM,
didukung oleh penurunan angka lost to follow-
up (LTFU) dari 15,6% menjadi 5,4%."*%*3) Hal ini
menunjukkan  bahwa kolaborasi  sektor
pemerintah dan swasta tidak hanya
memperluas jangkauan deteksi kasus tetapi
juga memastikan keberlanjutan pengobatan.

Salah satu dampak utama dari
pendekatan PPM adalah penurunan angka lost
to follow-up. Data di Korea Selatan
membuktikan bahwa LTFU turun 8,7% di sektor
swasta setelah ekspansi program PPM secara
nasional, termasuk tingginya dedikasi tenaga
kesehatan yang terlibat dan tata kelola
keuangan secara terpusat.’® Mekanisme
pemberian insentif, pelaporan secara digital,
dan pendampingan pasien oleh tenaga
kesehatan terbukti meningkatkan kepatuhan
pengobatan. Di Indonesia, meskipun tantangan
seperti perbedaan kapasitas daerah masih ada,
integrasi layanan TB ke dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) dan pembentukan
tim koordinasi PPM tingkat kabupaten mulai
mengurangi disparitas akses layanan.®*?

Contoh nyata keberhasilan PPM
tercermin dari data di Jawa Tengah, di mana
CDR menunjukkan tren peningkatan dari 13%
(2000) menjadi 61,72% (2014) meskipun
terdapat fluktuasi selama pelaksanaannya.**
Sementara itu, studi di Kota Pekanbaru
mencatat kenaikan TSR dari 76,4% (2010)
menjadi 89,8% (2017) setelah pelibatan

fasilitas kesehatan swasta dalam program
PPM.*% Dj tingkat global, program PPM di India
telah meningkatkan notifikasi kasus TB pada
sektor swasta sebesar 40% dalam kurun 5
tahun.”) Data ini mengonfirmasi bahwa
pendekatan terstruktur dan terencana mampu
mengoptimalkan peran sektor swasta dalam
mencapai target eliminasi TB.

Tantangan dan Hambatan Implementasi PPM

Pelaksanaan PPM dalam
penanggulangan tuberkulosis (TB) di Indonesia
menghadapi sejumlah hambatan yang cukup
kompleks dan beragam. Salah satu hambatan
utama adalah fragmentasi sektor swasta yang
terdiri dari berbagai jenis penyedia layanan
kesehatan dengan kapasitas dan motivasi yang
berbeda-beda. Banyak penyedia swasta yang
belum memiliki komitmen penuh atau
kapasitas memadai dalam melaksanakan tugas
“case holding” untuk memastikan kepatuhan
pengobatan pasien TB, sehingga berdampak
pada rendahnya kualitas pelayanan dan
keberhasilan pengobatan.®

Tantangan berikutnya adalah
kelemahan dalam koordinasi dan kolaborasi
antar pemangku kepentingan, khususnya
antara sektor pemerintahan dan swasta. Hal ini
terutama dalam perancangan dan pelaksanaan
kontrak kemitraan, serta kurangnya pelatihan
dan pembinaan bagi fasilitas pelayanan
kesehatan swasta. Penegakan regulasi seperti
kewajiban notifikasi kasus TB, penggunaan
obat anti-TB secara rasional, dan pencegahan
penularan juga belum optimal, sehingga
menghambat efektivitas program.(*6-18)

Selain itu, masalah pembiayaan
menjadi hambatan signifikan dalam
memperluas dan memperkuat implementasi
PPM. Alokasi dana yang tersedia belum cukup
untuk mendukung pelatihan, supervisi, dan
pengawasan yang efektif di sektor swasta.
Ketergantungan pada dana donor juga
menimbulkan risiko keberlanjutan program.
Keterbatasan pembiayaan ini juga berdampak
pada kurang optimalnya pemanfaatan
teknologi informasi untuk pelaporan dan
pemantauan kasus TB antara penyedia layanan
publik dan swasta.*%2%)
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Dari sisi pelaporan, masih terdapat
kasus TB yang tidak dilaporkan secara resmi ke
program nasional, baik dari fasilitas kesehatan
pemerintah  maupun swasta. Hal ini
menyebabkan  kesenjangan data  yang
menghambat perencanaan dan evaluasi
program secara akurat. Pandemi COVID-19 juga
memperburuk situasi dengan menurunkan
angka penemuan kasus TB secara signifikan,
sehingga meningkatkan risiko penularan dan
munculnya kasus TB resistan obat.??

Rekomendasi Strategis

Berdasarkan kajian terhadap praktik
baik dari berbagai negara, beberapa strategi
dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks
di Indonesia. India, misalnya, berhasil
meningkatkan pelibatan sektor swasta melalui
insentif finansial, platform pelaporan digital
(Nikshay), dan penerapan kebijakan pelaporan
wajib.”??  Implementasi di Korea Selatan
menunjukkan bahwa integrasi penyedia
layanan TB swasta ke dalam sistem Jaminan
Kesehatan Nasional disertai pengawasan ketat
mampu meningkatkan luaran pengobatan dan
pelaporan kasus.® Sementara itu, Filipina
menekankan pada akreditasi penyedia TB-
DOTS swasta dan pendampingan teknis yang
memperkuat koordinasi antara sektor publik
dan swasta.” Dari pembelajaran ini, Indonesia
dapat mengembangkan sistem pelaporan
digital nasional yang mudah diakses oleh
fasilitas kesehatan swasta, serta memperluas
insentif berbasis kinerja yang terukur dan
transparan.

Strategi inovatif yang dapat
dipertimbangkan meliputi pengembangan
aplikasi pelaporan real-time berbasis
kecerdasan  buatan untuk  mendeteksi
penurunan tren pelaporan dan secara otomatis
memberikan umpan balik kepada dinas
kesehatan terkait.”® Selain itu, implementasi
program pelatihan daring interaktif untuk
tenaga kesehatan swasta melalui platform
edukatif bersertifikat dapat meningkatkan
pemahaman dan keterlibatan mereka dalam
program TB nasional.?*

Untuk memastikan  keberlanjutan
program, diperlukan pula penguatan regulasi di
tingkat daerah melalui penerbitan regulasi
yang mendukung pelaksanaan PPM, termasuk

alokasi anggaran khusus dan indikator kinerja
kepala daerah terkait capaian eliminasi TB.(>*°)
Pusat dan daerah juga perlu memperkuat
struktur koordinasi melalui pembentukan tim
penggerak PPM tingkat kabupaten/kota yang
terdiri dari unsur dinas kesehatan, BPIJS
Kesehatan, organisasi profesi, dan perwakilan
penyedia layanan swasta. Dengan strategi yang
komprehensif, terukur, dan kontekstual ini,
diharapkan implementasi PPM di Indonesia
dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi
nyata dalam upaya eliminasi TB pada tahun
2030.32%

Simpulan

Public Private Mix (PPM) terbukti
menjadi strategi penting dalam meningkatkan
efektivitas  penanggulangan  tuberkulosis,
terutama di negara dengan beban TB tinggi dan
sistem kesehatan yang pluralistik. Melalui
kolaborasi antara sektor publik dan swasta,
PPM memungkinkan peningkatan notifikasi
kasus, penyamaan standar tata laksana, serta
perluasan akses layanan TB yang berkualitas.
Meskipun  implementasinya  menghadapi
tantangan seperti koordinasi antar pemangku
kepentingan dan keberlanjutan program,
berbagai studi menunjukkan bahwa
pendekatan ini mampu memperkuat sistem
surveilans dan outcome pengobatan secara
signifikan. Oleh karena itu, integrasi PPM dalam
kebijakan nasional dan dukungan multisektoral
yang berkelanjutan menjadi kunci untuk
mencapai eliminasi TB secara efektif.
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